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Pengujian Cakupan Wilayah Bontang Masuki Tahap Perbaikan Permohonan

Jakarta, 26 Februari 2024 — MK akan menggelar sidang Perbaikan dalam pengujian Undang-Undang
Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten
Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten
Kutai Timur, dan Kota Bontang, Senin (26/2) pukul 15.00 WIB. Permohonan ini telah teregistrasi
dengan nomor perkara 10/PUU-XXII/2024 dan diajukan oleh Wali Kota Bontang Basri Rase, Ketua
DPRD Kota Bontang Andi Faisal Sofyan Hasdam, Wakil Ketua | DPRD Kota Bontang Junaidi, dan
Wakil Ketua Il DPRD Kota Bontang Agus Hari.

Terhadap UU a quo, para Pemohon mempersoalkan sejumlah norma, yaitu Penjelasan Pasal 2 UU
47/1999 tentang wilayah kabupaten-kabupaten terkait, Pasal 7 UU 47/1999 yang mengatur asal Kota
Bontang, Pasal 10 ayat (4) huruf c UU 47/1999 yang mengatur batas wilayah Kabupaten Kutai Timur,
Pasal 10 ayat (5) hurufd UU 47/1999 yang mengatur batas wilayah Kota Bontang, dan Lampiran 5
47/1999 Peta Wilayah Kota Bontang. Dalam bagian kedudukan hukum, para Pemohon menjelaskan
bahwa berlakunya ketentuan seluruh norma di atas telah merugikan mereka karena mengabaikan
Kecamatan Bontang Barat yang merupakan wilayah administratif Kota Bontang dan menghilangkan
sebagian wilayah yaitu Dusun Sidrap dan Desa Sekambing dari Kota Bontang.

Selanjutnya, menurut para Pemohon, seluruh pasal yang dimasalahkan telah menetapkan batas-
batas wilayah kota tersebut tanpa menyesuaikan dengan batas historis. Para Pemohon juga
beralasan bahwa Penjelasan Pasal 2 UU 47/1999 yang menetapkanwilayah Kota Bontang terdiriatas
Kecamatan Bontang Utara dan Bontang Selatan telah menciptakan norma baru yang tidak terdapat
dalam Batang Tubuh Pasal 2 UU a quo. Hal tersebut diyakini para Pemohon telah menimbulkan
ketidakpastian hukum yang adil. Lebih lanjut, Lampiran Peta Wilayah Kota Bontang pada UU 47/1999
dinilai bertentangan dengan prinsip uti possidetis juris yang dijelaskan para Pemohon sebagai prinsip
wilayah dan batas wilayah suatu daerah mengikuti wilayah dan batas wilayah pendahulu.

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Senin (12/2) lalu, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih
meminta para Pemohon menjelaskan asal pengalokasian dana bagi Dusun Sidrap dan Desa
Sekambing beserta tanggung jawab tata kelolanya. Sementara itu, Hakim Konstitusi Arief Hidayat
meminta para Pemoon menguraikan dengan lebih jelas perihal penyelesaian persoalan batas wilayah
ini pada setiap tingkatannya. (RA/MK)
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